
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.220, 2019 KEMHAN. Kawasan Hutan. Kawasan Suaka Alam. 

Kawasan Pelestarian Alam. Kegiatan Pertahanan 
Negara.  

 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN, PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM, 

DAN PENGELOLAAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM 

UNTUK KEGIATAN PERTAHANAN NEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan kawasan 

hutan oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara 

Nasional Indonesia serta untuk mendukung tugas dan 

fungsi pemerintahan di bidang pertahanan negara, perlu 

disusun peraturan mengenai penggunaan kawasan hutan 

untuk pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan 

dan Tentara Nasional Indonesia; 

 b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pertahanan tentang Penggunaan Kawasan 

Hutan, Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, dan 

Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam Untuk Kegiatan 

Pertahanan Negara; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang 

Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4169); 
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 2. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang 

Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5112), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan 

Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5795); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan  

Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 56), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam 

dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330); 

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang 

Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);   

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG 

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN, PENGELOLAAN KAWASAN 

SUAKA ALAM, DAN PENGELOLAAN KAWASAN PELESTARIAN 

ALAM  UNTUK KEGIATAN PERTAHANAN NEGARA.  

 

 

 

 

www.peraturan.go.id



2019, No.220 
-3- 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas 

sebagian kawasan hutan untuk kepentingan 

pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa 

mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.  

2. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk 

mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah 

sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari 

ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan 

negara. 

3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut 

Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 

4. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat 

TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI 

Angkatan Udara. 

5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa 

hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang 

didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 

lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak 

dapat dipisahkan. 

6. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan 

oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya 

sebagai Hutan tetap. 

7. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai 

fungsi pokok memproduksi hasil Hutan. 

8. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai 

fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga 

kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, 

mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan 

memelihara kesuburan tanah. 

9. Kawasan Suaka Alam yang selanjutnya disingkat KSA 

adalah kawasan dengan ciri khas tertentu,   di daratan 
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maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok 

sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman 

tumbuhan dan satwa, serta ekosistemnya yang juga 

berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan. 

10. Kawasan Pelestarian Alam yang selanjutnya disingkat 

KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, di 

daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi 

pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, 

pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, 

serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam 

hayati dan ekosistemnya. 

11. Pemanfaatan Kawasan Hutan adalah kegiatan untuk 

memanfaatkan Kawasan Hutan, memanfaatkan jasa 

lingkungan, memanfaatkan hasil Hutan kayu dan hasil 

Hutan bukan kayu, serta memungut hasil Hutan kayu 

dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk 

kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga 

kelestarian Hutan. 

12. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah izin yang 

diberikan untuk menggunakan Kawasan Hutan bagi 

kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan 

tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan. 

13. Kerja Sama Pengelolaan KSA dan KPA adalah kegiatan 

bersama para pihak yang dibangun atas kepentingan 

bersama untuk optimalisasi dan efektifitas pengelolaan 

kawasan atau karena adanya pertimbangan khusus bagi 

penguatan ketahanan nasional. 

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pertahanan. 

 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: 

a. Penggunaan Kawasan Hutan; dan 

b. pengelolaan KSA dan KPA. 
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BAB II 

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK  KEGIATAN 

PERTAHANAN NEGARA  

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 3 

(1) Kawasan Hutan dapat digunakan untuk kegiatan 

Pertahanan Negara mempunyai tujuan strategis yang 

tidak dapat dielakkan. 

(2) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan Pertahanan 

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 

dilakukan dalam: 

a. Kawasan Hutan Produksi; dan/atau 

b. Kawasan Hutan Lindung. 

(3) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan Pertahanan 

Negara sebagaimana dimaksud pada    ayat (1) dilakukan 

tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan dengan 

mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu 

tertentu serta kelestarian lingkungan.  

(4) Kegiatan Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) paling sedikit meliputi: 

a. pusat latihan tempur; 

b. stasiun radar; dan 

c. menara pengintai. 

 

Pasal 4 

(1) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan 

Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

dilaksanakan berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan 

Hutan.  

(2) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan 

permohonan pengajuan Izin Pinjam Pakai Kawasan 

Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
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